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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA LINGKUP KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3),   

Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), dan   

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata 

Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 

  

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 
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3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 

7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020   

Nomor 209); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA KELOLA SATU DATA 

INDONESIA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAN KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data 

pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, 

mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi 

pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar 

data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan 

kode referensi dan data induk. 

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 

berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 

isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang 

mempresentasikan keadaan sebenarnya atau 

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 

3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang 

karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang 

diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 

penyajian, dan analisis. 

4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 

dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam 

dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, 

atau di atas permukaan bumi. 

5. Data Keuangan adalah Data yang disusun oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang 

mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
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negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. 

6. Data Utama adalah Data yang dikumpulkan berdasarkan 

bisnis proses utama, manajerial, dan pendukung 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna 

mendukung terlaksananya tugas dan fungsi pada 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.  

7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data 

tertentu. 

8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan 

format yang baku untuk menggambarkan Data, 

menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, 

penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. 

9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data 

dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling 

berinteraksi. 

10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang 

mengandung atau menggambarkan makna, maksud, 

atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang 

bersifat unik. 

11. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek 

dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang 

mengatur mengenai Satu Data Indonesia. 

12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari 

daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun 

selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data 

Indonesia. 

13. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan 

instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

14. Koordinator adalah unit kerja pada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas pada 

bidang data pada unit pimpinan tinggi madya.  

15. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi 

daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, 
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pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan 

oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. 

16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data 

di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi 

dan koordinasi antar instansi Pusat dan/atau instansi 

daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.  

18. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi 

kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau 

instansi daerah yang diberikan penugasan untuk 

melakukan pembinaan terkait Data.  

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

20. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

22. Unit Pimpinan Tinggi Madya adalah unit kerja pada 

sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat 

jenderal, badan, dan jabatan lain yang setara eselon I 

pada lingkup Kementerian. 

23. Unit Pimpinan Tinggi Pratama adalah unit kerja pada 

biro, sekretariat direktorat jenderal, direktorat, 

sekretariat inspektorat jenderal, inspektorat, sekretariat 

badan, kepala pusat, dan jabatan lain yang setara eselon 

II pada lingkup Kementerian. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

unit kerja dan unit pelaksana teknis pada Kementerian, 

dalam pengelolaan dan pengembangan Data lingkungan 

hidup dan kehutanan untuk memenuhi prinsip-prinsip 

Satu Data Indonesia. 
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(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta 

dibagipakaikan dalam pembangunan bidang lingkungan 

hidup dan kehutanan. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. jenis Data dan prinsip Satu Data Indonesia; 

b. penyelenggara tata kelola Satu Data Indonesia; 

c. partisipasi dan kerja sama; 

d. sumber daya Satu Data Indonesia lingkungan hidup dan 

kehutanan;  

e. pembinaan, penilaian kepatuhan, monitoring dan 

evaluasi; dan 

f. pendanaan. 

 

BAB II 

JENIS DATA DAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Data 

 

Pasal 4 

(1) Jenis Data pada Kementerian meliputi Data: 

a. kesekretariatan; 

b. planologi  kehutanan  dan tata lingkungan; 

c. konservasi sumber daya alam dan ekosistem; 

d. pengelolaan  daerah  aliran  sungai dan rehabilitasi  

hutan; 

e. pengelolaan hutan lestari; 

f. pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan; 

g. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya 

dan beracun; 

h. pengendalian perubahan iklim; 

i. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; 
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j. penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan; 

k. pengawasan; 

l. penyuluhan dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

m. standardisasi instrumen lingkungan hidup dan 

kehutanan; dan 

n. data lain yang diperlukan. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Data Geospasial; 

b. Data Statistik; 

c. Data Keuangan; dan 

d. Data lainnya. 

(3) Bentuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. digital; dan 

b. cetak. 

(4) Ketentuan mengenai tata kelola Data Geospasial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Prinsip Satu Data Indonesia 

 

Pasal 5 

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilaksanakan 

berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut: 

a. memenuhi Standar Data;  

b. memiliki Metadata;  

c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan  

d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. 

 

Pasal 6 

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a disusun oleh Kementerian. 

(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh Kementerian kepada Pembina Data 
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tingkat pusat untuk ditelaah dan ditetapkan sebagai 

Standar Data.  

(3) Standar  Data yang ditetapkan oleh Pembina Data 

tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat: 

a. konsep;  

b. definisi;  

c. klasifikasi;  

d. ukuran; dan  

e. satuan. 

 

Pasal 7 

(1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

disusun oleh Kementerian. 

(2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh Kementerian kepada Pembina Data 

tingkat pusat untuk ditelaah dan ditetapkan sebagai 

Metadata. 

(3) Metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat 

pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 

informasi mengenai struktur dan format yang baku. 

 

Pasal 8 

(1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c disusun oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika. 

(2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat: 

a. konsisten sintak/bentuk, struktur/skema/ 

komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi 

keterbacaan; dan  

b.  disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca 

sistem elektronik.  
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Pasal 9 

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf d ditentukan sesuai hasil kesepakatan 

dalam pembahasan Forum Satu Data Indonesia tingkat 

pusat. 

 

BAB III 

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 10 

Penyelenggara tata kelola Satu Data Indonesia lingkup 

Kementerian terdiri atas:  

a. Produsen Data;  

b. Koordinator; dan 

c. Walidata. 

 

Bagian Kedua 

Produsen Data 

 

Pasal 11 

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10   

huruf a diselenggarakan oleh Unit Pimpinan Tinggi Pratama 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 12 

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

bertugas: 

a. melaksanakan pengumpulan, mengolah, 

menganalisis, menyajikan, dan menyimpan Data; 

b. menyusun rancangan daftar Data;  

c. menyusun rancangan Data Prioritas;  

d. menyusun rancangan Standar Data;  

e. menyusun rancangan Metadata;  
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f. menyusun rancangan Kode Referensi dan/atau Data 

Induk; 

g. melaksanakan standar Interoperabilitas Data; dan 

h. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data 

Indonesia. 

(2) Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Data dan 

Metadata kepada Walidata setelah dilakukan verifikasi 

dan validasi oleh Koordinator. 

(3) Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan mengenai 

Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data 

kepada Pembina Data dan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Koordinator 

 

Pasal 13 

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10    

huruf b merupakan Unit Pimpinan Tinggi Pratama yang 

membidangi kesekretariatan di setiap Unit Pimpinan 

Tinggi Madya pada Kementerian. 

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:  

a. Kepala Biro Umum; 

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan; 

c. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem; 

d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; 

e. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan 

Lestari; 

f. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 

g. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 

Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; 
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h. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim; 

i. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan; 

j. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

k. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 

l. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; dan 

m. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Pasal 14 

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas: 

a. menetapkan Data Utama lingkup Unit Pimpinan Tinggi 

Madya sesuai dengan kewenangannya; 

b. menyusun Standar Data dan Metadata lingkup Unit 

Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya 

dan mengusulkan kepada Walidata;  

c. melaksanakan standar Interoperabilitas Data;  

d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang 

sudah ditetapkan oleh Walidata;  

e. melaksanakan sosialisasi Standar Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau 

Data Induk berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; 

f. melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan kinerja 

Produsen Data sesuai dengan kewenangannya;  

g. melakukan pemantauan kinerja proses pendataan, 

kepatuhan, dan kelengkapan Data bidang Unit Pimpinan 

Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya.  

h. melakukan penetapan, koordinasi, pembinaan, dan 

pemantauan kinerja pengolah Data dan validator bidang;  

i. melakukan verifikasi Data;  

j. melakukan validasi Data; dan 

k. melakukan analisis pelaksanaan tugas Koordinator di 

bawah koordinasi Walidata. 
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Bagian Keempat 

Walidata 

 

Pasal 15 

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat 

Jenderal Kementerian. 

 

Pasal 16 

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas: 

a. menyusun dan menentukan daftar Data, Data Prioritas, 

dan Kode Referensi dan/atau Data Induk, 

interoperabilitas yang sesuai dengan prinsip Satu Data 

Indonesia;  

b. melakukan penyebarluasan Data, Metadata, Kode 

Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; 

c. menerima dan memeriksa rancangan daftar Data, 

rancangan Data Prioritas, dan rancangan Kode Referensi 

dan/atau Data Induk yang sesuai dengan prinsip Satu 

Data Indonesia yang bersumber dari Produsen Data;  

d. mengoordinasikan pengelolaan Data Utama;  

e. melakukan penyimpanan Data;  

f. melakukan pembatasan akses Data;  

g. menganalisis dan menyajikan Data; 

h. melakukan pelayanan Data;  

i. menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data;  

j. membantu Pembina Data dalam membina Produsen 

Data; 

k. berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Walidata di 

kementerian/lembaga lainnya, dan Walidata di instansi 

daerah; 

l. menyediakan dan melakukan pengelolaan sistem 

teknologi informasi Portal Satu Data lingkup 

Kementerian;  

m. melakukan pembinaan teknis pengelolaan Data, 

pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh 

Koordinator;  
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n. melakukan penilaian kepatuhan terhadap     

Koordinator; dan 

o. melakukan reviu penyelenggaraan Satu Data secara 

berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. 

 

Pasal 17 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf k, Walidata berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat 

melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. 

(2) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengenai:  

a. daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen 

Data pada tahun selanjutnya; 

b. daftar Data Kementerian yang menjadi Data 

Prioritas pada tahun selanjutnya; 

c. rencana aksi Satu Data Indonesia; 

d. Kode Referensi dan Data Induk;  

e. instansi pusat yang unit kerjanya melaksanakan 

tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data 

Induk; 

f. calon Pembina Data untuk Data lainnya; 

g. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh 

Produsen Data dan Walidata;  

h. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data 

Indonesia; dan 

i. melaksanakan tata kelola Satu Data Indonesia yang 

diatur dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat 

pusat. 

 

Bagian Kelima 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 

 

Pasal 18 

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup 

Kementerian terdiri atas: 

a.   perencanaan Data; 
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b.   pengumpulan Data; 

c.   pemeriksaan Data; dan 

d.   penyebarluasan Data. 

(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan lembaga 

negara dan/atau badan. 

(3) Mekanisme kerja tata kelola penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

BAB IV 

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA 

 

Pasal 19 

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup 

Kementerian dapat mengikutsertakan partisipasi  

masyarakat. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) dapat diberikan melalui: 

a. informasi dan Data;  

b. usul pertimbangan; dan 

c. saran dan evaluasi;  

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada   

ayat (2) dapat disampaikan secara tertulis maupun 

media elektronik melalui Produsen Data. 

(4) Selain melalui Prosuden Data, partisipasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui 

Walidata. 

 

Pasal 20 

(1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup 

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (4), Walidata dapat berkerja sama dengan pihak: 

a. kementerian/lembaga;  

b. Pemerintah Daerah;  



- 15 - 
 

 

c. perguruan tinggi;  

d. lembaga penelitian; dan  

e. pihak lainnya yang terkait.  

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama, kecuali 

dalam hal Data yang menjadi objek kerja sama telah 

tersedia dalam Portal Satu Data Indonesia Kementerian. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. penyediaan Data; 

b. penerimaan Data; dan/atau 

c. pertukaran Data. 

(4) Penyediaan Data, penerimaan Data, dan/atau 

pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus melalui infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi. 

(5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

SUMBER DAYA SATU DATA LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

 

Bagian Kesatu  

Sumber Daya Manusia Satu Data Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

 

Pasal 21 

(1) Sumber daya manusia pengelola Satu Data lingkungan 

hidup dan kehutanan dapat berasal dari Aparatur Sipil 

Negara lingkup Kementerian. 

(2) Pelaksana tata kelola Satu Data Indonesia lingkup Unit 

Pimpinan Tinggi Madya ditunjuk atau ditetapkan oleh 

Koordinator sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 22 

Sumber daya manusia pengelola Satu Data lingkungan hidup 

dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21     

ayat (1) dilakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi 

oleh Produsen Data, Koordinator, dan Walidata. 

 

Pasal 23 

(1) Kementerian bertanggung jawab terhadap peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) dilakukan melalui pelatihan, serta pendidikan 

formal dan/atau non formal. 

 

Bagian Kedua 

Sumber Daya Teknologi 

 

Pasal 24 

(1) Tata kelola Satu Data lingkup Kementerian harus 

didukung dengan ketersediaan teknologi informasi. 

(2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disediakan oleh penyelenggara Satu Data 

Indonesia lingkup Kementerian.  

(3) Produsen Data atau Koordinator dalam menyediakan 

teknologi informasi harus berkoordinasi dengan 

Walidata.  

(4) Ketentuan mengenai teknologi Informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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BAB VI 

PEMBINAAN, PENILAIAN KEPATUHAN, MONITORING  

DAN EVALUASI  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 25 

Pembinaan, penilaian kepatuhan, monitoring dan evaluasi 

dilaksanakan oleh: 

a. Walidata; dan 

b. Koordinator. 

 

Bagian Kedua 

Pembinaan, Penilaian Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi 

oleh Walidata 

 

Pasal 26 

(1)  Walidata bertanggung jawab untuk melakukan 

pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap 

Koordinator. 

(2) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui 

kegiatan:  

a.  koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;   

b.  koordinasi dan sosialisasi pengalokasian anggaran 

dalam kegiatan Satu Data;  

c.  koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis 

pelaksanaan pengelolaan Data di seluruh unit kerja 

Kementerian sesuai dengan kebijakan dan prinsip 

Satu Data; dan  

d.  koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis 

evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Produsen 

Data. 
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Pasal 27 

(1) Walidata melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Satu Data.  

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.  

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Menteri melalui Sekretaris Jenderal.  

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan 

pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu 

Data tahun berikutnya.  

 

Bagian Ketiga 

Pembinaan, Penilaian Kepatuhan, Monitoring, dan 

Evaluasi oleh Koordinator 

 

Pasal 28 

(1) Koordinator bertanggung jawab untuk melakukan 

pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Produsen 

Data dan unit kerja Kementerian. 

(2) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:  

a.  koordinasi;  

b.  sosialisasi; dan  

c.  bimbingan teknis pengelolaan Satu Data. 

 

Pasal 29 

(1) Koordinator melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Satu Data oleh Produsen Data dan 

unit kerja Kementerian.    

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun.  
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(3) Koordinator menyampaikan hasil monitoring dan 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Walidata. 

 

BAB VII 

PENDANAAN 

 

Pasal 30 

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan/atau 

sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 31 

 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. kerja sama tata kelola Satu Data Indonesia lingkup 

Kementerian yang sudah ada, dinyatakan masih tetap 

berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri 

ini dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini. 

b. permohonan kerja sama tata kelola Satu Data Indonesia 

lingkup Kementerian yang belum ditandatangani, 

prosesnya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata kelola 

Data lingkup Kementerian selanjutnya mengikuti ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 33 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Desember 2021 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BENNY RIYANTO 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1388 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

  

              ttd. 

 

MAMAN KUSNANDAR 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 

DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  25 TAHUN 2021  

TENTANG 

TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA 

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

PRODUSEN DATA  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

A. Sekretariat Jenderal 
1. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

2. Biro Perencanaan; 
3. Biro Umum; 
4. Biro Hukum; 

5. Biro Keuangan; 
6. Biro Hubungan Masyarakat; 
7. Biro Kerja Sama Luar Negeri. 

8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera 
9. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa  

10. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa 
Tenggara  

11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan  

12. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku  
13. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua  

14. Pusat Kebijakan Strategis 
15. Pusat Data dan Informasi 
16. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan 

 
B. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 

1. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; 

2. Direktur Rencana dan Penggunaan  Kawasan Hutan dan 
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 

3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; 
4. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan 

Sektor; 

5. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. 
 

C. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem    
1. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi; 
2. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi; 

3. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik; 
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;  
5. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem 

 
D. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi 

Hutan 
1. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai; 
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2. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan; 
3. Direktur Rehabilitasi Hutan; 

4. Direktur Konservasi Tanah dan Air;  
5. Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove 

 
E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 

1. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; 

2. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan; 
3. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; 
4. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan;  

5. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 
 

F. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan 
1. Direktur Pengendalian Pencemaran Air; 

2. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara; 
3. Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut; 

4. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan;  
5. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut 

 

G. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya 
dan Beracun 
1. Direktur Pengurangan Sampah; 

2. Direktur Penanganan Sampah; 
3. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 

4. Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan 
Non Bahan Berbahaya dan Beracun;  

5. Direktur Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap 

Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

 

H. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
1. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim; 

2. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim; 
3. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan 

Verifikasi; 

4. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional;  
5. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

 
I. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial  dan Kemitraan Lingkungan 

1. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial; 

2. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat; 
3. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; 
4. Direktur Kemitraan Lingkungan 

 
J. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  dan 

Kehutanan 
1. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 
3. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan;  
4. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 
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K. Inspektorat Jenderal 
1. Inspektur Wilayah I; 

2. Inspektur Wilayah II; 
3. Inspektur Wilayah III; 

4. Inspektur Wilayah IV;  
5. Inspektur Investigasi 

 

L. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
1. Kepala Pusat Penyuluhan; 
2. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  

4. Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

 

M. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan   
1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup; 

2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan 
Berkelanjutan; 

3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan 

Perubahan Iklim; 
4. Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 

 
 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SITI NURBAYA 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

  

              ttd. 

 

MAMAN KUSNANDAR 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2021   

TENTANG 

TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA LINGKUP 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

MEKANISME KERJA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

  

KOORDINATOR
(Sekretariat)

PERENCANAAN
(Forum Satu Data)

PENGUMPULAN
(Produsen)

PEMERIKSAAN 
(Walidata) 

PEMERIKSAAN 
(Pembina Data)

PENYEBARLUASAN
(Walidata)

PORTAL 
S D I

MEDIA 
LAINNYA

Data 
Prioritas

Data 
Prioritas

Data Prioritas yang 
Memenuhi Prinsip SDI

Data Prioritas

Data Non 
Prioritas

Data Non 
Prioritas

Data Non Prioritas yang 
Sesuai Prinsip SDI

Tidak Sesuai Prinsip SDI

Tidak Sesuai
Prinsip SDI

Akurat

Mutakhir 

Terpadu

Dapat Dipertanggungjawabkan

Mudah Diakses

Dibagipakaikan

Daftar Data

Data Prioritas

Rencana Aksi

Kode Refrensi

Data Induk

Arsitektur Data

Permasalahan Lainnya

Rencana Aksi

Data yang Dihasilkan

Harus Sesuai Dengan

Tujuan SDI:

Data yang Dikumpulkan
Harus Memenuhi

Prinsip SDI: 

• Standar Data
• Metadata

• Kode Referensi
• Interoperabilitas

(Pembina Data)

Tidak Sesuai Prinsip SDI



- 26 - 
 

 

MEKANISME KERJA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

1. PERENCANAAN :  

Perencanaan Data merupakan kegiatan penentuan daftar Data yang selanjutnya akan diteruskan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, dan menyebarluaskan Data. 

Tahapan: 

a. menetapkan Daftar Data yang dikumpulkan tahun selanjutnya; 

b. menyusun Daftar data berdasarkan arsitektur SPBE dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; 

c. penentuan Daftar Data, Produsen Data dan jadwal pemutakhiran Data di Instansi Pusat; 

d. penentuan Daftar Data di Instansi Daerah mengacu pada Daftar Data yang ditentukan di Instansi Pusat; 

a. menetapkan Data Prioritas; 

e. memastikan Data Prioritas sesuai kriteria; 

f. mengusulkan Rekomendasi Data Prioritas berdasarkan arahan Dewan Pengaerah dan usulan Walidata Tingkat Pusat; 

g. penentuan di instansi pusat berdasarkan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; 

h. pelaksanaan di instansi pusat dan instansi daerah; 

a. menetapkan Rencana Aksi; 

i. Walidata pada tingkat pusat dan daerah menyusun draft rencana aksi; 

j. draft Rencana Aksi dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; 

k. pelaksanaan Rencana Aksi oleh instansi pusat dan daerah; 

l. pengawasan dan pelaporan oleh Koordinator forum pada Ketua Dewan Pengarah dan Kepala Daerah. 

2. PENGUMPULAN DATA  

Pengumpulan Data merupakan kegiatan produksi Data, berdasarkan daftar Data yang telah ditetapkan pada tahap 

Perencanaan Data, dan dipantau oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia. 
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Tahapan: 

a. terbitnya penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengenai 

Data Prioritas dan Rencana Aksi; 

b. Pembina Data menentukan landasan proses pengumpulan Data, yang terdiri atas Standar Data yang diputuskan 

forum, dan jadwal pemutakhiran/rilis data; 

c. Pembina Data memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan Data; 

d. Produsen Data mengumpulkan data dengan metodologi yang telah disetujui; 

e. Produsen Data bersama Koordinator memastikan Data yang dikumpulkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 

f. Produsen Data melalui Koordinator menyerahkan data yang sudah sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada 

Walidata. 

3. PEMERIKSAAN DATA: 

Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Pemeriksaan Data 

dilakukan oleh Walidata setelah Produsen Data melalui Koordinator menyerahkan hasil pengumpulan Data. 

Tahapan Pemeriksaan Data: 

a. Produsen Data melalui Koordinator menyerahkan data kepada Walidata; 

b. Data diperiksa oleh Walidata berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; 

c. Data telah sesuai prinsip Satu Data Indonesia; 

d. Data disebarluaskan oleh Walidata. 

Tahapan Pemeriksaan Data Prioritas: 

a. Produsen Data melalui Koordinator menyerahkan Data Prioritas kepada Walidata; 

b. Data diperiksa oleh Walidata berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; 

c. Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; 

d. Data diperiksa ulang oleh Pembina Data; 
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e. Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; 

f. Data disebarluaskan oleh Walidata. 

4. PENYEBARLUASAN DATA: 

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data oleh Walidata. 

Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia atau media lainnya. 

Tahapan : 

a. pengecekan ulang oleh Pembina Data: 

1) Data Statistik oleh Badan Pusat Statistik; 

2) Data Keuangan oleh Kementerian Keuangan; dan 

3) Data Geospasial oleh Badan Informasi Geospasial. 

b. Walidata mengunggah Data ke Portal Satu Data Indonesia, akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, 

Metadata dan Data Prioritas tersedia dalam Portal. 

c. memastikan akses Data dalam Portal Satu Data Indonesia melalui pemenuhan persyaratan akses 

1) Pemerintah menyediakan akses data kepada Pengguna Data; 

2) pengajuan pembatasan akses data tertentu dilakukan oleh Produsesn Data dan Walidata kepada Forum Satu Data 

Indonesia, dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan; 

3) pembatasan akses data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata dan PPID atau pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang terkait. 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

 SITI NURBAYA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

  

              ttd. 

 

MAMAN KUSNANDAR 

 


